
a. bahwa Penghasilan dan Tunjangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Cirebon telah ditetapkan dengan Peraturan 
Bupati Cirebon Nomor 69 Tahun 2017 tentang 
Penghasilan dan Tunjangan Pimpinan Dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

b. bahwa berdasarkan perkembangan nilai sewa properti 
yang merupakan komponen penilaian Tunjangan 
Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon, maka pengaturan 
Tunjangan Perumahan pada Peraturan Bupati Cirebon 
Nomor 69 Tahun 2017 ten tang Penghasilan dan 
Tunjangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah, perlu disesuaikan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf b, maka Perubahan atas Peraturan 
Bupati Cirebon Nomor 69 Tahun 2017 tentang 
Penghasilan dan Tunjangan Pimpinan Dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu ditetapkan 
dengan Peraturan Bupati. 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara 1950) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 4 Tahun 1968 Pembentukan Kabupaten 
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 
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Pasal 12 
(1) Kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan 

tunjangan perumahan. 
(2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) berupa uang sewa rumah yang besarannya 
disesuaikan dengan standar harga yang berlaku. 

Ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Bupati Cirebon 
Nomor 69 tahun 2017 ten tang Penghasilan Dan Tunjangan 
Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 69 Tahun 2017 
Seri E.64) diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai 
berikut: 

PASAL I 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 69 TAHUN 2017 
TENTANG PENGHASILAN DAN TUNJANGAN PIMPINAN DAN 
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH. 

MEMUTUSKAN : 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republi 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir. dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran N gar 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambah 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentan 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran ~egara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambah 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 
Tahun 201 7 ten tang Hak Keuangan dan Administratif 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 
Tahun 2017, Seri E.3) • i 

6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 69 Tahun 2017 tentang 
Penghasilan dan Tunjangan Pimpinan Dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah 
Kabupaten Cirebon Nomor 69 Tahun 2017, Seri E.64). 
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Menetapkan 
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IMRON 

TTD 

Ditetapkan di Sumber 
pada tanggal 26 Bese!l' 1er 2)19 

BUPATI CIREBON, 

memerintahkan 
penempatanny 

pada tan 
PASAL II 

Peraturan Bupati mi mulai berlaku 
diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon. 
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dim.a sud (3) Tunjangan perumahan sebagaimana 
pada ayat (1) sebagai berikut: 
a. tunjangan perumahan Pimpinan DPRD sebe 

Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) per 
bulan; 

b. tunjangan perumahan Anggota DPRD sebesar 
Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) per bulan. 

(4) Bagi suami dan/ a tau istri yang menduduki jaba 
sebagai Pirnpinan dan/ atau Anggota DPRD hany 
diberikan salah satu tunjangan perumahan. 

(5) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau 
istrinya menjabat sebagai kepala daerah/wakil kepala 
daerah tidak diberikan tunjangan perumahan. 

(6) Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang 
diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan 
perumahan. 

(7) Apabila Pemerintah Daerah telah dapat rnenyedia 
rumah jabatan Pimpinan DPRD, maka pemberi 
tunjangan perumahan ini dihentikan terhitung sejak yan 
bersangkutan menempati rumah jabatan. 


